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ABSTRAK 

Yohan Saputra, Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah 

Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatra Selatan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten dan pemerintah kota di provinsi sumatra selatan dengan menggunakan 

rasio keuangan daerah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif pendekatan kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data 

keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan 

penelitian. Sampel dalam penelitian ini, yaitu Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) 13 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota yang terdapat di 

Provinsi Sumatra Selatan tahun 2015-2018. 

Hasil analisis menunjukkan: bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten dan pemerintah kota du Provinsi Sumatra Selatan cukup baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata Rasio Kemandirian berada di klarifikasi rendah sekali 

dengan pola hubungan instruktif, sedangankan Rasio Efektifitas dengan kriteria 

sangat efektif dan Rasio Efisiensi pertumbuhan yang positif, sedangkan Rasio 

Pertumbuhan di pemerintah kabupaten dan pemerintah kota cenderung mengalami 

pertumbuhan cenderung negative. 

Kata Kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio 

  Keserasian, Rasio Pertumbuhan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemerintah daerah pada saat ini khususnya di Indonesia semakin pesat 

pertumbuhan daerahnya dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap 

nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu 

berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola  keuangannya. Pengelolaan 

keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya. 

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan 

daerah tersebut dilaksanakan di dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan 

di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang setiap tahun 

ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, Pasal 4 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Kemampuan keuangan daerah dalam 

penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting karena pemerintah daerah tidak 

akan dapat melaksanan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup 

untuk memberikan pelayanan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan 

salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
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Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan 

menggunakan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu 

ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam  menjalankan 

otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan daerah 

yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa 

perhitungan APBD (Halim, 2012:230). Akuntabilitas keuangan daerah bukan sekedar 

kemampuan kepala daerah menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan, 

akan tetapi meliputi kemampuan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara 

efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut 

menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut 

harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis 

berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas 

tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013:112). 

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan karena ketidakmerataan 

pembangunan yang menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah. Campur tangan pemerintah pusat juga menjadi alasan 

terhambatnya kreativitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya 

masing-masing. Otonomi daerah dapat membuka jalan yang luas bagi pemerintah 

untuk melakukan pengelolaan keuangan daerahnya secara efisien, efektif, ekonomis, 

transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan agar dapat mendorong perekonomian daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah yang 

baik pula. Analisis rasio keuangan daerah dilakukan dengan cara membandingkan hasil 
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yang dicapai dari suatu periode dengan suatu periode yang lain, dan dapat juga 

membandingkan antara rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio 

keuangan pemerintah yang lain (Halim, 2012:230). 

Pemilihan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sebagai objek penelitian 

ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota 

tidak merata. Pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota 

memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat dalam 

membangun sarana dan prasarana. Untuk menjangkau pemerataan pembangunan 

dibutuhkan anggaran yang lebih besar dalam menjangkau wilayah di pemerintah 

kabupaten tersebut. Dari segi kependudukan, kepadatan penduduk di kabupaten lebih 

rendah dibandingkan dengan penduduk di kota karena penduduk di wilayah kabupaten 

tersebar di kota maupun tersebar di desa-desa yang sulit dijangkau karena tidak 

meratanya pembangunan infrastruktur baik pembangunan jalan maupun jembatan yang 

menghubungkan antar wilayah tersebut.  

Dilihat dari aspek mata pencaharian penduduk, penduduk di wilayah kabupaten 

umumnya bergerak di sektor pertanian maupun di sektor perkebunan, sementara 

penduduk di wilayah perkotaan bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Secara 

administrative Provinsi Sumatra Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah 

Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota. Dengan diberlakukannya otonomi daerah 

seharusnya pemerintah kabupaten dan pemerintah kota lebih berani dan mampu 

memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan 

yang telah dijelaskan di atas tadi berangsur-angsur mulai teratasi.  
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Untuk itulah peran masyarakat sangat diperlukan untuk memantau dan 

mengawasi kinerja pemerintah daerah. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja 

keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan 

melakukan analisis rasio keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah 

daerah dapat dilihat dengan melakukan analisis rasio keuangan daerah diantaranya 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. (Halim, 

2012:230).  

Pengukuran kinerja keuangan daerah merupakan hal yang menarik untuk 

diteliti karena sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam 

menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi 

kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien 

dan efektif. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan  di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten dan 

Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari Rasio 
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Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli 

Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio 

Pertumbuhan tahun 2015-2018? 

2. Bagaimana rata-rata kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten dan 

Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2018? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja keuangan Pemerintah 

Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengenai kinerja 

keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio keuangan daerah yang terdiri dari Rasio 

Kemandirian keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio 

Efisiensi keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini, harapan peneliti dapat memberikan manfaat 

bukan hanya bagi pribadi peneliti, tetapi juga dapat bermanfaat, khususnya bagi 

lingkungan Universitas Tridinanti dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun 

manfaat penelitian yang peneliti harapkan adalah :  

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan ilmu ekonomi 

di bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya dalam menilai kinerja keuangan 

Pemerintah daerah. 
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2. Bagi Pemerintah Daerah 

Untuk memberikan sumbangan pikiran di dalam menentukan kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah di pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di 

provinsi sumatera selatan. Diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan 

Pemda, baik jangka pendek maupun jangka panjang.. 

3. Bagi Penelitian lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah 

ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan dimasa 

yang akan datang. 

4. Bagi Universitas  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan serta dapat digunakan 

sebagai informasi bagi peneliti lain dalam  melakukan penelitian lebih lanjut. 
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